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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan dan kegiatan manusia, pada hakikatnya mengandung berbagai hal 

yang menunjukkan sifat hakiki dari kehidupan itu sendiri. Sifat hakiki yang dimaksud 

disini adalah suatu sifat “tidak kekal” yang selalu menyertai kehidupan dan kegiatan 

manusia pada umumnya. Sifat tidak kekal termaksud, selalu meliputi dan menyertai 

manusia, baik ia sebagai pribadi, maupun ia dalam kelompok atau dalam kelompok 

masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya.

Oleh karena itulah, dalam kehidupannya sehari-hari manusia senantiasa akan

berhadapan dengan berbagai macam bahaya atau peristiwa yang tidak tentu yang 

tidak dapat diduga-duga (Fortuitious Accidents),) terhadap harta benda yang

dimilikinya.

Untuk mengurangi atau menghilangkan beban apabila peristiwa yang tidak

tertentu tersebut terjadi, maka mereka mencari jalan keluarnya dengan cara 

mengalihkan Risiko (Transfer of Risk) tersebut kepada perusahaan Asuransi kerugian 

(Schade Verzekering) dengan suatu perjanjian Asuransi kerugian.

Asuransi kerugian adalah merupakan suatu Perjanjian atau Kontrak dimana 

penanggung (Perusahaan Asuransi) dengan menerima pembayaran sejumlah uang 

sebagai premi mengikatkan diri untuk membayar ganti rugi kepada Tertanggung-

l) Wiwoho Soedjono, Hukum Pertanggungan Laut, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hal, 18.
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apabila terjadi peristiwa yang belum pasti yang menyebabkan timbulnya Kerugian 

bagi Tertanggung karena Rusak atau Musnahnya objek/benda yang diasuransikan.

Oleh karena. Asuransi Kerugian merupakan suatu Perjanjian Khusus maka 

baik subjek maupun objeknya haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur 

dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai syarat-syarat sahnya suatu 

perjanjian seperti yang termaktub dalam pasal 1320 KUHPerdata dan syarat-syarat 

khusus yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) seperti 2) : 

1) Ada Persetujuan Kehendak; 2) Wenang melakukan Perbutan Hukum; 3) Ada 

benda yang dipertanggungkan; 4) Ada causa yang diperbolehkan; 5) Pembayaran 

Premi dan; 6) Kewajiban pemberitahuan.

Setelah disepakati oleh para pihak, maka perjanjian Asuransi haruslah dibuat 

dalam suatu akta'yang disebut Polis. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan pasal 255 

KUHD yang berbunyi sebagai berikut: “Pertanggungan harus dibuat secara tertulis 

dalam suatu akta yang dinamakan dengan Polis”.

Polis sebagai suatu akta yang Formalitasnya diatur dalam Undang-undang, 

mempunyai arti yang sangat penting pada perjanjian Asuransi, baik pada tahap awal, 

selama perjanjian berlaku dan dalam masa pelaksanaan perjanjian. Jadi Polis tetap 

mempunyai arti yang sangat penting di dalam perjanjian Asuransi, meskipun bukan 

merupakan syarat bagi sahnya perjanjian, karena polis merupakan satu-satunya alat 

bukti bagi tertanggung terhadap Penanggung. Undang-undang menentukan bahwa

2\2\3U] Muhammad’ Hukum Asuransi Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal
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Polis dibuat dan dilanda tangani oleh penanggung sebagaimana disebutkan dalam 

ketentuan pasal 256 ayat (3): “Polis tersebut harus ditanda tangani oleh tiap-tiap

penanggung”.

Menurut ketentuan pasal 257 ayat (2) KUIID ditegaskan bahwa:

“Ditutupnya perjanjian menerbitkan kewajiban bagi si Penanggung untuk 

menandatangani polis tersebut dalam waktu yang ditentukan dan menyerahkan 

kepada si Tertanggung”.

Dari ketentuan di atas jelas bahwa polis yang telah ditanda tangani oleh 

penanggung, harus segera diserahkan kepada Tertanggung. Penyerahan dapat 

langsung atau melalui perantara, apabila perjanjian Asuransi tersebut ditutup melalui

Perantara/Broker/Makelar.

Tenggang waktu penyerahan polis dari penanggung kepada tertanggung

adalah 24 jam. Apabila Asuransi ditutup dengan perantaraan seorang Makelar, maka

polis harus diserahkan paling lambat dalam waktu 8 hari. Hal ini dapat dilihat dari

ketentuan pasal 259 dan 260 KUHD berikut:

Pasal 259 KUHD

“Apabila suatu pertangunggan ditutup langsung antara sitertanggung, atau 
seorang yang telah diperintahnya untuk itu atau mempunyai kekuasaan 
untuk itu dan sipenanggung maka haruslah polisnya dalam waktu 24 jam 
setelah dimintanya ditandatangani oleh pihak yang tersebut terakhir ini, 
kecuali apabila dalam ketentuan-ketentuan undang-undang dalam suatu hal 
tertentu, ditetapkan suatu jangka waktu yang lebih lama“.
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Pasal 261 KUHD

“Apabila pertanggungan ditutup dengan perantaraan seorang Makelar, maka 

polis yang telah ditanda tangani harus diserahkan didalam waktu delapan 

hari setelah ditutupnya perjanjian^.

Di dalam kenyataannya, sering terjadi objek Asuransi Kerugian yang ditutup 

perjanjiannya oleh tertanggung di timpa musibah (Evenement) dan menimbulkan 

kerugian sedangkan polis Asuransi belum ditanda tangani dan penyerahannya belum 

dilakukan oleh penanggung atau perantara karena Musibah tersebut teijadi beberapa 

saat setelah penutupan Asuransi dilakukan oleh para pihak. Di sisi lain perusahaan 

Asuransi (penanggung) hampir semuanya mensyaratkan bahwa untuk pengajuan 

Klaim ganti rugi kepada penanggung, dokumen yang harus diajukan diantaranya 

adalah polis Asuransi yang asli.

Pada kalangan masyarakat (Tertanggung) hal ini dapat saja menimbulkan

persoalan dan pemahaman yang berbeda mengenai keberadaan polis Asuransi

khususnya dalam fungsinya sebagai alat bukti tertulis.

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

membahasnya dalam karya tulis yang berbentuk skripsi dengan judul 

“PELAKSANAAN PENYELESAIAN GANTI RUGI TERHADAP OBJEK

ASURANSI KERUGIAN SEHUBUNGAN DENGAN BELUM

DITANDATANGANINYA POLIS ASURANSI OLEH

(STUDI KASUS PADA PT. ASURANSI JASA INDONESIA (JAS1NDO) 

CABANG PALEMBANG)”.

PENANGGUNG
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B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapatkah pihak Tertanggung menuntut ganti rugi terhadap kerugian 

yang dialaminya sedangkan polis Asuransi belum ditandatangani

oleh pihak penanggung?

2. Bagaimanakah penyelesaiannya apabila terjadi penolakan pembayaran

ganti rugi oleh pihak penanggung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk'mengetahui penuntutan ganti rugi oleh pihak Tertanggung terhadap

Kerugian yang menimpa objek Asuransi yang polisnya belum

ditandatangani oleh penanggung.

2. Untuk mengetahui cara penyelesaiannya apabila terjadi penolakan 

pembayaran ganti rugi terhadap kerugian yang menimpa objek asuransi 

yang polisnya belum ditandatangani oleh pihak penanggung.

D. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Teoritis

I
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai Kontribusi 

pemikiran dan menambah wawasan serta informasi dunia ilmiah dalam 

rangka pengembangan Materi Hukum khususnya Hukum Asuransi.

2. Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukkan 

bagi Perusahaan-perusahaan Asuransi dan masyarakat yang 

mengasuransikan harta bendanya melalui perusahaan Asuransi

Kerugian.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada

pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan sebagai pengambil

atau penentu Kebijakan di bidang usaha perasuransian.

c. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan informasi bagi

masyarakat luas tentang Asuransi, sehingga akan menumbuhkan

kesadaran untuk berasuransi di kalangan masyarakat.

E. Ruang Lingkup

Agar masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini lebih terarah, maka penulis 

membatasi Ruang Lingkup penelitian hanya pada penyelesaian ganti rugi terhadap 

objek Asuransi Kerugian yang polisnya belum ditandatangani oleh penanggung dan 

penyelesaiannya apabila terjadi penolakan pembayaran ganti rugi oleh penanggung.
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F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian 

hukum normatif, penulis akan mengkaji terhadap peraturan perundang- 

undangan yang ada, ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat dalam polis 

Asuransi khususnya mengenai pelaksanaan dan penyelesaian ganti rugi

serta literatur-literatur, tulisan-tulisan ilmiah dan lain-lain yang ada

hubungannya dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

Sebagai pendukung penelitian normatif ini, maka penulis akan

memanfaatkan juga data yang diperoleh dari lapangan dalam hal ini

perusahaan Asuransi.

2. Lokasi penelitian

Data dan Informasi yang diperlukan dalam penelitian ini akan didapatkan 

dari perpustakaan dan perusahaan Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO)

Cabang Palembang.

3. Data dan Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan data sekunder dan data primer.

a. Data Sekunder

Yakni data yang didapat melalui penelitian Kepustakaan 

(Library Research ) dengan menelaah bahan-bahan hukum yang terdiri 

dari:
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■ Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang 

terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang- 

undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-undang nomor 2 

tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan lain-lain.

■ Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan 

hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami

bahan hukum primer, yang meliputi Karya ilmiah seperti literatur-

literatur mengenai perasuransian dan Hukum Asuransi, Dokumen-

dokumen seperti polis asuransi, serta laporan-laporan penelitian dan

lain-lain.

■ Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi Kamus 

Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia, Jurnal Ilmu

Hukum dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Untuk 

pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menggunakan 

pengumpulan data melalui penelitian Kepustakaan dengan 

mengumpulkan, menelaah, serta mempelajari bahan hukum baik Primer,

cara
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Sekunder, maupun Tersier. Sedangkan untuk mendapatkan data primer

dilakukan penelitian lapangan dengan cara pengamatan dan wawancara 

langsung kepada nara sumber yang dipandu dengan daftar pertanyaan

(Kuisioner). Adapun pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini

adalah manager atau staf perusahaan Asuransi Kerugian PT. Asuransi Jasa

Indonesia Cabang Palembang.

5. Analisi Data

Data yang telah dikumpulkan, baik data sekunder maupun data primer

akan diolah dan dianalisa secara Analisis Kualitatif kemudian akan ditarik

kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang

diteliti dan dibahas dalam skripsi ini.
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